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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis 

uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perizinan usaha di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dan telah disempurnakan menjadi Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2023. Tujuan utama dari regulasi ini 

adalah menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan 

usaha berdasarkan tingkat risikonya, demi menciptakan iklim usaha 

yang efisien serta tetap menjaga aspek keselamatan, kesehatan, dan 

lingkungan. Perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS 

(Online Single Submission) yang merupakan sistem terintegrasi secara 

nasional. Dalam sistem ini, pelaku usaha, termasuk penyalur pekerja 

rumah tangga, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai 

identitas resmi untuk menjalankan usaha. Pelaku usaha dapat 

mengajukan perizinan, perubahan izin, menyampaikan laporan, hingga 

mengajukan fasilitas terbuka melalui sistem OSS. Jika kewajiban 

perizinan tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi 
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administratif oleh kementerian terkait berdasarkan rekomendasi dari 

pemerintah daerah atau laporan masyarakat. Pelaku usaha, termasuk 

penyalur pekerja rumah tangga, diwajibkan mematuhi ketentuan 

perizinan berusaha sesuai sektor ketenagakerjaan. Pelanggaran 

terhadap kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif , seperti 

peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau 

pencabutan perizinan, tergantung pada jenis pelanggaran yang 

dilakukan. Tujuan utama kebijakan ini adalah mempermudah perizinan 

bagi pelaku usaha, meningkatkan transparansi, dan memastikan 

kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM 

PTSP) Kota Yogyakarta secara umum tidak mengalami kendala 

signifikan dalam menjalankan tugasnya, yang fokus pada penerbitan 

izin usaha berdasarkan rekomendasi dinas teknis terkait. Namun, 

tantangan utama justru berasal dari kurangnya pemahaman pelaku 

usaha terhadap sistem Online Single Submission (OSS) , terutama bagi 

mereka yang belum terbiasa dengan pengurusan perizinan secara 

elektronik. Banyak pelaku usaha, terutama pemula atau yang biasa 

menggunakan cara konvensional, mengalami kesulitan dalam 

memahami prosedur OSS, seperti memilih jenis izin yang sesuai 

dengan karakteristik usaha mereka. Masalah ini menjadi lebih rumit 

karena izin dalam sistem OSS, yang sering kali terasa asing dan 

membingungkan. Akibatnya, proses pengajuan izin menjadi lebih 
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lambat atau bahkan terhambat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan 

penyempurnaan sistem OSS , seperti penambahan panduan yang lebih 

rinci, sederhana, dan disertai contoh relevan, agar pelaku usaha lebih 

mudah memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku. Solusi utama 

adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. 

3. Upaya peningkatan efektivitas perizinan usaha bagi Lembaga Penyalur 

Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) memerlukan peran aktif dari 

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih spesifik dan 

terarah. Ketiadaan regulasi lokal yang rinci menjadi hambatan utama 

dalam pelaksanaan perizinan, karena pelaku usaha tidak memiliki 

pedoman teknis yang sesuai dengan kondisi daerah. Dalam konteks ini, 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM 

PTSP) telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, bimbingan 

teknis, dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman pelaku 

usaha terhadap sistem OSS berbasis risiko. Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  atau DPM PTSP telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha 

mengenai perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), 

seperti melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. 

Meskipun informasi terkait perizinan sudah tersedia secara lengkap di 

platform OSS, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya 

pemahaman pelaku usaha, terutama bagi mereka yang belum terbiasa 

dengan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, DPM PTSP menyediakan 
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berbagai saluran konsultasi dan pendampingan, baik secara online 

maupun offline. Selain itu, DPM PTSP terus mengembangkan sistem 

OSS agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, 

dengan tujuan untuk mempermudah proses perizinan dan memastikan 

pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Melalui pendekatan 

pembinaan yang kontinu, diharapkan pelaku usaha dapat lebih 

memahami dan menjalankan kegiatan usaha mereka secara legal dan 

sesuai dengan standar pemerintah. 

 

B. Saran 

Saran dari penulis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perizinan 

usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta: 

1. Penyusunan Regulasi Teknis Daerah yang Spesifik untuk LPPRT. 

Menyusun Peraturan Wali Kota atau Perda yang mengatur teknis 

perizinan LPPRT dengan melibatkan pemangku kepentingan (asosiasi 

LPPRT, masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan) dalam penyusunan 

regulasi agar lebih kontekstual dan operasional. 

2. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi 

DPM PTSP bisa lebih sering mengadakan sosialisasi kepada pelaku 

usaha, terutama yang belum terbiasa dengan sistem online. Sosialisasi 

ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih interaktif, seperti webinar, 

pelatihan, atau seminar langsung. Dengan cara ini, pelaku usaha bisa 
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langsung bertanya dan lebih memahami bagaimana cara menggunakan 

sistem OSS dan proses perizinan yang berlaku. 

3. Pendampingan yang Lebih Intensif 

DPM PTSP selain menyediakan bantuan lewat WhatsApp, juga 

memberikan layanan pendampingan langsung. Misalnya, dengan 

membuka sesi konsultasi di tempat yang mudah dijangkau atau 

melakukan kunjungan langsung ke pelaku usaha. Ini akan membantu 

pelaku usaha yang kesulitan dengan sistem OSS untuk mendapatkan 

bantuan langsung. 

4. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Berkala 

DPM PTSP juga perlu melakukan pembinaan secara rutin kepada 

pelaku usaha. Ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha selalu 

mematuhi aturan yang ada. DPM PTSP bisa lebih sering mengevaluasi 

dan memberikan umpan balik agar pelaku usaha tetap menjalankan 

usaha sesuai ketentuan dan tetap melakukan kewajiban. 
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